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ABSTRAK

Penggunaan bilyet giro semakin hari semakin meningkat bahkan dapat diperkirakan melampaui penggunaan warkat lainnya. Semakin tingginya penggunaan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran tidak diiringi dengan pengaturan secara tegas, hal ini berbeda dengan cek sebagai alat pembayaran giral yang telah diatur dalam KUHD. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penerima bilyet giro kosong dalam kerangka hukum perbankan Indonesia, bagaimana sanksi hukum terhadap penerbit bilyet giro kosong dalam kerangka hukum perbankan Indonesia dan KUHPidana serta bagaimana pertangungjawaban terhadap bank penerbit yang nasabahnya menerbitkan bilyet giro kosong dihubungkan dengan asas kehati-hatian perbankan.
Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data  adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara Yuridis Kualitatif, yaitu analisis yang dipakai tanpa menggunakan rumus statiska.

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap korban penerima bilyet giro kosong dalam kerangka hukum perbankan Indonesia  hanya dapat dilakukan dengan mengedepankan keberadaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP sedangkan aturan perbankan sendiri dapat dikatakan tidak ada hal tersebut dapat terlihat pula pada berbagai tuntutan jaksa ataubahkan putusan hakim yang merujuk dasar tuntutan dan dasar putusan kepada ketentuan pidana. Ketentuan hukum perbankan hanya mengatur teknis lapangan semata tanpa menyentuh substansi nasabah yang wajib dilindungi dari keberadaan produk perbankan (bilyet giro). Sanksi hukum terhadap penerbit bilyet giro kosong dalam kerangka hukum perbankan Indonesia dan KUHPidana pada dasarnya hanya dapat dirujuk pada ketentuan KUHP saja yaitu mendasarkan pda Pasal 378 KUHP sebagai dasar sanksi dan dasar pertangungjawaban pidana. Karena keberadaan UU Cek Kosong telah dicabut keberadannya. Sanksi hukum terhadap bank penerbit yang nasabahnya menerbitkan bilyet giro kosong dihubungkan dengan asas kehati-hatian perbankan pada dasarnya dapat dikenakan sistem pertanggungjawaban korporasi karena keberadaan POJK) Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Aturan ini menjadi dasar penerapan manajemen resiko bagi pemilik bank sebagai suatu perusahaan. Dengan tidak memperhatikannya risiko dibidang hukum maka kehati-hatian pun tidak tercipta yang seolah adanya pembiayaran pemanfaatan penggunaan bilyet giro kosong.
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ABSTRCT
The use of bilyet giro is increasing every day and can even be estimated to exceed the use of other scripts. The high use of bilyet giro as a payment instrument is not followed by explicit regulations; this is different from checks as a means of payment that have been regulated in the Commercial Code. The identifications of the problem are how is the legal protection of the recipients of blank bilyet giro within the Indonesian banking laws framework, how is the legal sanction against the issuer of blank bilyet giro within the Indonesian banking laws framework and the Criminal Code, and how is the liability of the issuing bank whose customers issue blank bilyet giro, linked to the prudential banking principles.
The research method used by the researcher is descriptive analysis. This is along with the juridical normative approach, namely a legal research that prioritizes the way of examining secondary data, in the form of positive law and how it is implemented in practice. The data collecting technique used is library studies, by searching for, collecting, and reviewing legislation, drafts of law researches, and scientific journals. The data analysis is done in juridical qualitative method, i.e. an analysis conducted without using statistical formulas.

       The conclusions obtained from this study are that the legal protection against the recipients of blank bilyet giro within the Indonesian banking laws framework can only be done by prioritizing the existence of Article 372 of the Criminal Code and Article 378 of the Criminal Code, while the banking regulations themselves can be said to be nonexistent. This can also be seen in the various charges of prosecutors or even the verdicts of judges which referred to the bases of the charges and verdicts on the criminal provisions. The banking laws provisions only regulate the technical field without touching the substance of the customers who must be protected over the existence of banking products (bilyet giro). The legal sanctions against the issuers of blank bilyet giro within the Indonesian banking laws framework and the Criminal Code can basically only be referred to the provisions of the Criminal Code, which are based on Article 378 of the Criminal Code as the basis of sanctions and criminal liability, considering that the legislation for blank checks no longer exists. The legal sanctions against the issuing bank whose customers issue blank bilyet giro linked to the prudential banking principles can basically be subject to a system of corporate accountability because of the existence of Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.03/2014 concerning Integrated Risk Management for Financial Conglomerates. This regulation is the basis for implementing risk management for bank owners as a company. By not paying attention to the risks in the legal field, the prudence hence does not appear, as if there is negligence in the use of blank bilyet giro.
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